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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang dilakukan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian bagi hasil di Kabupaten Wonogiri 

Jawa Tengah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 

tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil masih dilaksanakan secara 

lisan dan berpedoman pada kebiasaan yang telah mereka lakukan secara turun 

temurun dengan pola bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak. 

Perjanjian dimulai dengan  adanya persetujuan antara pemilik tanah dan petani 

penggarap untuk menggarap lahan pertanian. Hal ini biasanya diawali oleh 

pemilik tanah yang menawarkan petani penggarap untuk menggarap lahan 

pertanian.  

Pelaksanaan pembagian hasil tanah pertanian yang dilaksanakan oleh 

masyarakat di Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan berpedoman pada 

kebiasaan yang telah mereka lakukan turun temurun yaitu dengan tidak 

menentukan jangka waktu perjanjian. Pembagian hasilnya yaitu keseluruhan 

hasil panan dikurangi untuk buruh tidak tetap kemudian didapat hasil 

bersihnya yang hasilnya di bagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka 

saran-saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut : 

1. Kantor Pertanahan pemerintah Kabupaten Wonogiri dan aparat 

pemerintahan (Camat Wonogiri, Camat Ngadirojo, Kepala Desa 

Sonoharjo, Kepala Desa Manjung, Kepala Desa Jatimarto, dan Kepala 

Desa Kasihan) perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang 

pentingnya melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 agar 

masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil 

mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. 

2. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemilik tanah dan petani penggarap, hendaknya perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian dilaksanakan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sehingga akan 

diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
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